PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT #l

SURABAYA

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS TENAGA KERJA DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dan untuk memperlancar tugas-
tugas pemerintahan dibidang tenaga kerja,

dipandang periu mengubah kedudukan Kantor
Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Surabaya dan
Cabang Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah
Tingkat I dJawa Timur di Surabaya menjadi
perangkat daerah dalam bentuk Dinas Tenaga
Keria Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya

bahwa dalam rangka melaksanakan maksud dalam
konsideran menimbang huruf a diatas serta
untuk menunjang pelaksanaan titik berat otonomi
daerah di Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya, periu menetapkan Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerija
Daerah Kotamadva Daerah Tingkat 11 Surabaya

dengan menuangkan kedalam suatu Peraturan
Daerah

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam 1lingkungan

Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta vang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953
tentang penyerahan Kekuasaan, tugas dan
kewaijiban mengenai urusan-urusan dan

kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur
dan pemberian kerja kepada penganggur pada

daerah-daerah ;



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1988 tentang
Koordinas:i Kegiatan Instansi Vertikal as
Daerah

5. Peraturan Femerintah Nomor 45 Tanun 1992
tentang Penvelenggaraan Otonomi Daerah Dengan
Titik Berat Fada Daeranh Tingkat II1

6. Keputusan Msnteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
1382 tentang Pedoman Crganisasi Dinas Daerah :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
18383 tentang Bentuk Peraturan Daerahn dan
Peraturan Daerah Perubahan

5. Keputusar Menteri Datam Negeri Nomor 37  Tahun
1933 tentang Pola Organisast Pemerintah Daerah
dan Wilavah

9. Keputusan Meniteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun
1398 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada
rabupaten/Kotamadva Daerah Tingkat I1

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1983 tentang Petuniuk Peiaksanaan 0Organisas?
Dan Tatakeria Dinas Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat 11 ;

1 feraituran Dasrah Kotamadyva Daeraah 7ingkat il
Surabaya Nomor 1 Tahun 1882 tentang Organisaas)
gdan Tata Kerja Sekretariat Kotamadva :ae*ah
dan Sekretariat [Dewan Perwakilan Rakyat Daserah

engan Dewan Perwakilan Rakvat Daarahn
a Daer Surabava.
MEMUTUSZKAN

PERATURAN DAERAH  KOTAMADY DAERAR  TINGKAT 11

SURABAYA TENTANG PtMthTuhAN, ORGANISASRI DAN

TATAKERJA i TENAGA KERJA DAERAH KOTAMADYA

!
U N
DAERAR TINGKAT I1 SURARBAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal i
Dajam Peraturan Daeran 1ini  vyang dimaksud
Pemerintah Dasrah, adalah Pemerintah Kotamadva
Dasrah TINGKAT I1 Surabava ;
Walikotamadyva Kepala Daerahn, adaianhn
Waiikotamadya Kepaia Daerah Tingkat Ii
Surabava ;



c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris
Kotamadya Daerah Tingkat 11 Surabaya ;

d. Dinas Tenaga Kerja Daerah, adalah Dinas Tenaga
Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya ;

e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

f. Tenaga Kerja, adalah setiap orang yang mampu
melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun
diluar hubungan kerja guna menghasiikan jasa

atau barang untuk memenuh i kebutuhan
masyarakat
g. Pekerja, adalah barang siapa bekeria pada

majikan dengan menerima upah ;

h. Penganggur, adalah mereka vang baru pertama
kali mencari pekerjaan dan yang sedang mencari
pekerjaan

i. Setengah penganggur, adalah orang yang bekerja
kurang dari 40 jam perminggu

i. Upah, adalah suatu penerimaan sebagai imbalan
dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu
pekerijaan atau jasa yang lebih atau akan

dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk
uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan,

atau peraturan perundang-undangan dan
dibayarkan atas dasar suatu perjanjian Kkerja
antara pengusaha dengan pekeria termasuk

tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun
keluarganya

BAB I1
PEMBENTUIKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas
Tenaga Kerja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II

Surabaya.

BAB I11
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3
{1) Dinas Tenaga Kerja Daerah adalah Unsur
Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga
kerja
{2) Dinas Tenaga Kerja Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikotamadya Kepala Daerah

.
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(3)

(2)

Dinas Tenaga Kerja Daerah dalam melaksanakan
tugas berada di bawah koordinasi
administratif Sekretaris Kotamadya Daerah.

Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja Daerah mempunyai tugas
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga
Daerah di bidang ketenagakerjaan dan tugas
pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan
atau Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur

Rincian urusan yang menjadi tugas Dinas Tenaga
Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) pasal ini meliputi :

a. merencanakan tenaga kerja di daerah

b. meningkatkan kesejahteraan pekeria ;

¢. menyelenggarakan bursa kerja meliputi
pendaftaran pencari kerja dan penempatan
tenaga kerja dalam negeri ;

d. mengnimpun, pengolahan dan menyebariuaskan
informasi pasar kerija ;

e. melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan
produktifitas yang meliputi

- menyelenggarakan kursus/pelatihan dan
penanganan seswuai kebutuhan bursa Kkerja
dan dunia usaha

»
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- meningkatkan produktifitas ;
- memberikan perizinan lembaga kursus/
pelatihan

f. menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial dan hubungan kerja pada tingkat
pemerantaraan ;

g. memberi penyuluhan peraturan perundang-
undangan bidang ketenagakerjaan ;

h. membimbing dan memberi penyuluhan Hubungan
Industrial Pancasila ( HIP ) ;

i. menghimpun dan mengolah Data untuk bahan
penetapan kebijaksanaan pengupahan

7

[T
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membina tenaga kerja sektor informal

k. mengupayakan kesejahteraan penganggur dan
mengupayakan pemberian kerja kepada
penganggur.



Pasal Y

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas
Tenaga Kerja Daerah mempunyail fungsi :

a.

b.

=

pelaksanaan perencahaan tenaga kerja ;

pelaksanaan peningkatan kesejaheraan pekerija/
tenaga kerja

pelaksanaan penyeienggaraan bursa keria
meliputi pendaftaran pencari kerja dan
penempatan tenaga kerja dalam negeri ;

pelaksanaan penghimpunan, pengeloiaan dan
penyebariuasan informasi bursa kerija

nelaksanaan pelatihan tenaga keria dan
produktifitas kerja

pelaksanaan penvelesaian hubungan industrial
dan hubungan kerja pada tingkat pemerantaraan ;

pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-
undangan bidang ketenagakerjaan ;

pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Hubungan
Industrial Pancasilia ( HIP )} ;
pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data
untuk bahan penetapan kebijaksanaan pengupahan;

pelaksanaan pembinaan tenaga Kkerja sektor
informal ;

pelaksanaan pengusahaan kesejahteraan
penganggur dan pemberian kerija kepada
penganggur
penyusunan rencana dan program serta
pelaksanaan ketatausahaan dinas .
BARB Iv
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Daerah

terdiri dari :
a. Kepala Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha :
- Urusan Perencanaan dan Laporan ;
-~ Urusan Keuangan
= Urusan Umum ;



(2)

(2)

(2)

- 6 -

c. Seksi Perencanaan Tenaga Kerja
- Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja
- Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi

d. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Periuasan
Keria :
- Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja
- Sub Seksi Perluasan Kerja

7
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e. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga
Kerja :
- Sub Seksi Pelatihan dan Produktifitas
- 8Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan ;
. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Pekerja
- Sub Seksi Hubungan Kerja
- Sub Seksi Kesejahteraan Pekerija

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja
Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam
tampiran Peraturan Daerah ini

BAB Vv
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 7
Kepala Dinas mempunyai tugas

a. memimpin dan melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan
pasal 5 Peraturan Daerah 1ini

b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh
kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas
Tenaga Kerja Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada
walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan perencanaan, keuangan,
umum, kepegawaian dan perlengkapan

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian Yyang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.



Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah

ini

a.

Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

penyelenggaraan penyusunan rencana dan program
serta laporan

penyelenggaraan administrasi keuangan ;
pengelolaan urusan keuangan ;

pengelolaan urusan umum dan perlengkapan ;
pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

bd

pelaksanaan tugas-tugas 1ain vang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Urusan Perencanaan dan laporan mempunyai tugas

(4)

~

N3

w

—

mengumpulkan, mengolah, menvajikan data,
menyusun rencana dan program kerja,
memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan

LY

?

Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun
rencana anggaran biaya, pengelolaan keuangan
dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan
anggaran ;

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan
surat menyurat kearsipan, penggandaan,
kepegawaian dan urusan perlengkapan serta
urusan rumah tangga dinas.

Setiap Urusan dipimpin oleh seorang Kepala
Urusan yvang dalam melaksanakan tugas berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub
Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Perencanaan Tenaga Kerja

Pasal 11

Seksi Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai
tugas membimbing dan membina serta mengurus
kegiatan ds bidang nengawasan ketenaga
kerjaan ;

Seksi Perencanaan Tenaga Kerja, dipimpin oileh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugas berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.



Pasal 12

Untuk menvelenggarakan tugas dimaksud dalam
pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini, Seksi
Perencanaan Tenaga Kerja, mempunyai fungsi :

a. pengumpuian, dan pengoiahan data informasji
ketenagakerijaan ;

b. perencanaan serta penyelenggaraan informas?
ketenagakerjaan ;

c. penyajian dan penyebarluasan 1informasi bursa
kerja ;

d. pemantauan, pengevaluasiaan dan penyusunaan
laporan ketenaga kerjaaan ;

Pasal 13

{1) Sub Seksi Perencanaan Tenaga Kerja mempunyai
tugas

a. menviapkaan model blanko isian dalam rangka
pengumpulan data ketenagakerjaan ;

b. melakukan monitoring ke perusahaan maupun
instansi pemerintah untuk pengumpulan data
ketenagakerjaan ;

c. mengolah dan menganalisis data
ketenagakerjaan untuk keperluan penyusunan
perencanaan tenaga kerja daerah menurut
sektoral dan mikro ;

d. menyusun data perencanaan tenaga kerija
daerah tahunan vyang meliputi : data
penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja dan
pencari kerja menurut sektor lapangan
usaha ;

e. mengumpulkan data jenis komoditi ungguilan
daerah ;

f. menyusun perencanaan kebutuhan latihan
menurut sektor dan jabatan ;

g. menyusun data ketenagakerjaan daliam bentuk

proyveksi menurut sektor lapangan usaha
untuk lima tahunan dan mengadakan evaluasi
tahunan .

{(2) Sub Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunya?
tugas :

a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
rencana dan program baik rutin maupun
pembangunan dibidang ketenagakerjaan ;



b. mengevaluasi hasil pelaksanaan program
rutin dan pembangunan ketengakerijiaan
sebagai bahan laporan bulanan, triwulan dan
tahunan ;

¢. menyiapkan bahan rapat pimpinan berkaitan
dengan program ketenagakerjaan ;

d. menganalisis data ketenagakerjaan untuk
bahan laporan dan bahan sajian informasi
kKetenagakerjaan pada masyarakat ;

e. menyusun buku Taporan berkala dan buku
data ketenagakerjaan kantor Dinas Tenaga
Kerijia Daerah

f. menyajikan data ketenagakerijaan dan
menyebarluaskannya pada masyarakat melalui
media massa dan lain sebagainya sesuai
kKetentuan vang beriaku.

(3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Perencanaan Tanaga Kerja .

Bagian Keempat
Seksi Penempatan Tenaga Keria
dan Perliuasan Kerija

Pasal 14

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Keria mempunyai tugas memberikan bimbingan,
pengurusan penyaluran penempatan tenaga kerja
dan perluasan kerja :

(2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi vyang
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam
pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah 1ini, Seksi
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerija
mempunvai fungsi

a. pelaksanaan, pengurusan, bimbingan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kegiatan
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Periuasan
Kerja ;

b. pengkoordinasian dan pengaturan pelaksanaan
tugas Kkegiatan Seksi Penempatan Tenaga Kerija
dan Perluasan Kerja ;



(2)

pelaksanaan pembinaan, konsultasi dan
pengarahan terhadap lembaga bursa tenaga kerja;

pelaksanaan pendataan terhadap pencari kerja ;

pengurusan dan pembinaan tenaga kerija
pengangguran dan setengah pengangguran

;
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Sub Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai
tugas :

a. melaksanakan pendaftaran pencari kerja,
menyelenggarakan perizinan tenaga Kkerja,
penempatan tenaga kerja umum, pemuda,
wanita, tenaga kerja penyandang cacat,

tenaga kerja asing serta membantu mendaftar
caion tenaga kerja keluar negeri ;

b. menyiapkan bahan pembinaan analisis dan
kilasifikasi jabatan serta penyuluhan dan
bimbingan jabatan.

Sub Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas

a. mengurus, membina dan melakukan pemanduan
penverahan teknologi tepat guna ;

b. mengurus dan membina penempatan tenaga
kerija mandiri sektor informal serta
perluasan kerja tenaga kerja pemuda mandiri
profesional, padat karya serta tenaga kerja
mandiri terdidik ;

c. mengurus dan membina lembaga bursa tenaga
kerja di Sekolah Lanjutan Atas dan
Perguruan Tinggi ;

H

d. mengurus dan membina Majelis Sekolah
(kejuruan) di bidang penelusuran tamatan/
luiusan.

Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kerja.



Bagian Kelima
Seksi Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerja

Pasal 17

(1) Seksi Pelatihan dan Produkstifas Tenaga Kerja
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Dinas Tenaga kerja Daerah di bidang pelatihan
dan produktifitas tenaga kerja

(2) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugas berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 17 avat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga

Kerja mempunvai fungsi :

a. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan
nroduktifitas tenaga kerija

b. pelaksanaan pembinaan kerjasama dengan instansi

terkait, dinas-dinas Tlain, Balai Latihan
Kerja/Kursus Latihan Kerja dan Jlembaga-lembaga
latihan swasta dalam rangka meningkatkan

ketrampilan tenaga keria

pelaksanaan standarisasi test kualifikasi dan
perizinan latihan dan instruktur

O

d. pembinaan Jembaga latihan swasta
e. pembinaan pelaksanaan latihan
f. pembinaan bimbingan produktifitas tenaga kerja;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Pelatihan dan Produktifitas
Tenaga Kerja mempunyai tugas

a. merencanakan latihan dan produktifitas

b. melakukan pemantauan Tatihan dan produk-
tifitas

¢. menyeienggarakan penvuluhan dan pembinaan
pelaksanaan latihan ;

d. mengadakan penyuluhan dan pembinaan untuk
meningkatkan produktifitas tenaga kerja.



(2) Sub Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan
mempunyai tugas :

a. melakukan pengaturan, penyuiuhan serta
perizinan lembaga pelatihan dan perizinan
penyelenggaraan pelatihan ;

b. melakukan standarisasi, sertifikasi,
pengujian kuaiifikasi lembaga pelatihan

¢c. melakukan pembinaan dan peningkatan
ketrampiian para +instrukiur ;

d. melakukan penyelenggaraan pemagangan.

{3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Seksi vyang dalam melaksanakan tugas
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepaia Seksi Pelatihan dan Produktifitas

Tenaga Kerja.

Bagian Keenam
Seksi Hubungan Industrial dan
Kesejahteraan Pekerija
Pasal 20

{1) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Pekerja mempunvai tugas membimbing dan membina
serta mengurus kegiatan di bidang hubungan
industrial dan kesejahteraan pekerja ;

{2) Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Pekeria dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
vang dalam melaksanakan tugas berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah
ini, Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Pekerja mempunyai fungsi

a. perantaraan perselisihan hubungan ketenaga-
kerjaan
b. penyelenggaraan pembinaan organisasi pekerja

dan pengusaha

c. penyelenggaraan pembinaan organisasi tani dan
nelayan ;

d. penyelenggaraan pembinaan tenaga kerja sekior
informal ;

e. penyelenggaraan administrasi teknis hubungan
syarat kerja ;



P 13 —

f. penyelenggaraan pembinaan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja ( JAMSOSTEK )

g. penyelenggaraan pembinaan pengupahan

?

h. penyelenggaraan pembinaan syvarat kerja.

Pasal 22
{1) Sub Seksi Hubungan kerja mempunyai tugas -

a. sebagai perantara perselisihan hubungan
ketenagakerjaan

b. menyelenggarakan pembinaan organisasi
pekerija dan pengusaha ;

¢c. menyelenggarakan pembinaan organisasi tani
dan nelayan ;

d. menyelenggarakan pembinaan tenaga kerija
sektor informal ;

e. menyelenggarakan administrasi teknis
hubungan syarat kerja.

{2) Sub Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai
tugas :

a. menyelenggarakan pembinaan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja ;

b. menyelenggarakan pembinaan pengupahan ;
c. menyelenggarakan pembinaan syarat Kkerja.

(3) Setiap Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan
Pekerja.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja
Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam
pasal 23 Peraturan Daerah ini terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
keahliannya ;

3



{23

(1)

(3)

(4)

Setiap kelompok tersebut pada avat (1) pasal

ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional
senior vang ditunjuk diantara tenaga
fungsional vang ada di 1lingkungan Dinas

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Jumiah Jabatan Fungsional tersebut pada avat
(1) pasal ini, ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja ;
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut
pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
TATA K ERJA

Pasal 25

Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan
kebijaksanaan yvang ditetapkan olehn
Walikotamadya Kepala Daerah ;

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
secara vertikal dan horisontal baik dalam
lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan
Instansi Jain sesuai dengan bidang tugasnya

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala
Seksi, para Kepala Urusan dan para Kepala Sub
Seksi waijib menerapkan prinsip-prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplifikasi sasuai bidang tugas masing-
masing

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam
lingkungan Dinas Tenaga Keria Daerah wajib
memimpin, mengawasi, memberikan bimbingan dan
petuniuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi waijib
mengikuti dan memenuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung Jjawab kepada atasan masing-—
masing serta menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas secara berkala maupun

sewaktu-waktu diperlukan

Setiap laporan vyang diterima oleh pimpinan
satuan organisasi dari bawahan wajib diolah
dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan
laporan lebih tanjut dan dalam rangka
memberikan petunjuk kepada bawahannyva ;

3



{3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan
tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu
diperliukan kepada Kepala Daerah

.
7

{4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atasan, tembusan laporan harus
disampaikan kepada satuan organisasi yvang

secara fungsional mempunyai hubungan kerja

{5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan
satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan
organisasi bawahannya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan masing-
masing, mengadakan rapat berkala.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 27

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh
Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur

{(2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala
Urusan dan Kepaia Sub Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah
atas usul Kepala Dinas

{3) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap

{(4) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan
tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub
Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala
Seksi untuk mewakilinva.

BAB VIII
KEPEGAWATIAN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta
susunan kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja Daerah
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB IX
PEMBTIAYAAN

Pasal 29

(1) Segala biaya yang diperiukan untuk pelaksanaan
tugas Dinas Tenaga Kerja Daerah dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya



(2) bDengan tidak mengurangi ketentuan tersebut
pada avat (1) pasal ini, kepada Dinas Tenaga
Kerja Daerah dapat diberikan bantuan dari
Pemerintah atau Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Timur sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUWUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tangga!
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinva, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabava.

Ditetapkan di : S UR A B A Y A
Pada tanggal 12 MARET 1997

ODEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABA%ﬁ’L F 7S NGKAT I1 SURABAYA

NARTO SUMOPRAWIRO
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I1.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah 1ini mengatur tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam rangka mewujudkan _titik berat otonomi Daerah
pada Daerah Tingkat I1 sebagaimana ditegaskan dalam pasal 11
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1874, urusan tenaga kerja yang
semula menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Tingkat I Jawa
Timur, dengan ditetapkannya Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya sebagai Percontohan Otonomi Daerah, urusan tenaga
keria tersebut diserahkan ke Tingkat II Surabava

Untuk menyelenggarakan urusan dimaksud di Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Peraturan Daerah 1ini
ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga
kerija Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Surabaya

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan
pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan tugas-tugas
Pemerintahan di bidang tenaga kerja dapat ditingkatkan dan
pembinaan karier pegawai dari unit yang bersangkutan akan
berjalan lebih lancar.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL -

Pasal 1 s/d Pasal 30 : cukup jelas

=
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN PERATURAN DAERAH XOTAMADYA

DINAS TENAGA KERJA DAERAH DAERAH TINGKAT I SURABAYA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA HOMOR 1 24 TAHUN 1897
TANGBAL : 12 MARET 189]
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